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Abstract

The purpose of this study is to provide a description of the implementation of the implementation of the
Village Fund Allocation (ADD) District Jombang, Jombang Regency and identify what factors are causing the
malfunction village community organizations and community participation seen from variable communication,
resource capacity, executive attitudes, bureaucratic structure and policy objectives.

The method used in this research is descriptive qualitative method. The data source used is the primary
data source and secondary data. The results showed that the implementation of the policy of the Village Fund
Allocation (ADD) in District Jombang, Jombang Regency went pretty smoothly. Achievement of objectives, the
implementation of the Village Fund Allocation (ADD) in District Jombang, Jombang Regency is not optimal.

The factors that cause a lack of functioning institutions and the lack of public participation is relatively
the same, except in the case of resource factors. These factors are as follows: communication factors, is not
continued socialization to the community, factors attitude executor, the executor is the lack of response of ADD;
Factor structure of the organization, is the absence of the division of labor and a lack of coordination ADD
implementation team, factors size and policy objectives, is the lack of accuracy in the planning target ADD.
Resource factors have different results, for better institutions due to lack of the ability of the executive to give a
boost to the community, and to the lack of community participation is the lack of education of the executive ADD.
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Pendahuluan

Perimbangan keuangan pusat-daerah di
Indonesia kini telah menjadi ikon utama
otonomi daerah dan sudah dipastikan dengan
kebijakan negara melalui Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004. Undang-undang uta-
ma mengenal desentralisasi telah di bentuk
mulai tahun 1999 yang berisi tentang kerang-
ka UU untuk pelaksanaan desentralisasi.

Ada dua alasan penting lahirnya ke-
bijakan perimbangan keuangan pusat-daerah.
Pertama, alasan teoretik yang berpijak pada
anjuran desentralisasi. Desentralisasi menya-
takan bahwa pembagian kekuasaan dan
kewenangan dari pusat ke daerah harus di-
ikuti dengan desentralisasi keuangan (fiskal)
dalam bentuk pembagian keuangan kepada
daerah dan memberi kekuasaan daerah untuk
menggali sumber keuangan sendiri. Keua-
ngan yang didesentralisasikan (decentralized

budget) ke daerah digunakan untuk membia-
yai pelayanan publik dan pembangunan da-
erah yang sesuai dengan preferensi lokal.
Seperti yang ditulis oleh Litvack dalam
Rethinking Decentralization in Developing
Countries, efek desentralisasi akan meng
akibatkan komparasi dan kompetisi antara
provider pelayanan publik (dalam hal im
Satker Pemda), menciptakan akuntabilitas
fiscal sehingga daerah mendapatkan insentif
dari hasil pajak (1998).

Kedua, alasan empirik. Di Indonesia,
keuangan selalu menjadi medan tempur
antara pemerintah pusat dan daerah. Rene
Cherry mengatakan bahwa core component
desentralisasi adalah “dispersal of financial
responsibility (2011). Daerah mempunyai
sumber daya ekonomi yang melimpah tetapi
miskin karena sebagian besar kekayaan
daerah disedot oleh Pemerintah Pusat untuk
memperkaya Jakarta dan Jawa. Pemerintah
Pusat mengelola keuangan secara sentralistik
dan mengembalikan sebagian dana ke daerah
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yang tidak seimbang dengan dana yang
disedot dari daerah. Akibatnya terjadi ketid
akadilan dan kesenjangan fiskal di satu sisi,
dan di sisi lain menciptakan ketergantungan
daerah kepada pusat. Daerah terus menerus
menuntut keadilan dan pemerataan dengan
skema perimbangan keuangan pusat-daerah
dan kekuasaan daerah untuk menggali sum
berdaya lokal sendiri.

Tabel I.1. Undang-undang utama
tentang Desentralisasi

Tangga Produk .
No 1 uu Penjelasan
UU No. Kerangka UU untuk
22/1999 pelaksanaan sistem
tentang desentralisasi
1 Mei Otonomi | dikeluarkan. Mengatur
1999 daerah perimbangan fiskal dan
dan UU daerah.
No. Pelaksanaannya baru
25/1999 bulan Januari 2001.
2 Desemb UU No. N([a?fnegl?atﬁgn em?r?fligﬁ
er 2000 | 34/2000 | PP P
daerah
Kedua Undang-undang
tersebut  memberikan
jaminan kepada kedua
Uy provinsi ini tambahan
. pendapatan dari sektor
Otonomi .
migas untuk
Agustus Khusus .
3 memperkuat kapasitas
2001 untuk .
fiskal mereka dan
Aceh dan
Papua memacu pembangupan.
Papua juga diberikan
dana Otonomi Khusus
(2 persen dari dana
DAU nasional).
Amendemen terhadap
UU No. UU No. 22 dan 25/1999
tentang  pelaksanaan
32/2004 . .
4 Berlaku dan UU sistem  desentralisasi;
2004 No UU No. 32/2004 tentang
33/20'04 Otonomi Daerah, UU
No. 33/2004 tentang
Keuangan Daerah

Sumber: The World Bank, 2008, Spending for
Development : Making the Most of Indonesia’s New
Opportunities

Keberadaan Desa secara yuridis formal
diakui dalam Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan
ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-
batas wilayah yang berwenang untuk menga
tur dan mengurus kepentingan masyarakat
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setempat, berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Sebagai konsekuensi logis adanya kewe
nangan dan tuntutan dari pelaksanaan otono
mi desa adalah tersedianya dana yang cukup.
Sadu Wasistiono (2006) menyatakan bahwa
pembiayaan atau keuangan merupakan fak-
tor essensial dalam mendukung penyeleng
garaan otonomi desa, sebagaimana juga pada
penyelenggaraan otonomi daerah. De Mello
dalam Fiscal Decentralization and Inter
governmental Fiscal Relations mengatakan
dengan mendekatkan pembiayaan ke uangan
dari pemerintah desa kepada kepada rakyat,
desentralisasi fiskal diharapkan dapat me-
ningkatkan efisiensi sektor publik, serta akun
tabilitas dan transparansi dalam pelayanan
dan pembuatan kebijakan (2000).

Daerah otonom memiliki wewenang me
ngatur dan mengurus kepentingan masyara
kat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat pada era reformasi seka
rang ini. Hal itu sesuai dengan amanat Un
dang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah, daerah memiliki kewe
nangan membuat kebijakan tentang Kelurah
an, terutama memberikan pelayanan, pening
katan peran serta, peningkatan prakarsa dan
pemberdayaan masyarakat yang ditujukan
bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk itu
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73
Tahun 2005 tentang Kelurahan, bahwa dalam
rangka melaksanakan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Kelurahan dan
untuk peningkatan pelayanan, pemberdayaan
masyarakat, pemeliharaan prasarana serta
fasilitas pelayanan umum. Kelurahan mem
punyai sumber Keuangan dari APBD Ka-
bupaten yang dialokasikan, bantuan Peme
rintah, Pemerintah Provinsi Pemerintah Ka
bupaten dan bantuan pihak Ketiga dan
sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pemerintah pusat maupun pemerintah
kabupaten secara konsepsional pada dasarnya
telah memiliki komitmen yang kuat untuk
mengotonomikan desa. Namun secara opera-
sional nampaknya pemerintah kabupaten ma
sih ‘setengah hati’ merespons implementasi
otoritas/kewenangan pengelolaan keuangan
desa. Ada kesan kalau mengotonomisasikan
desa (dengan menyerahkan pengelolaan
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sejumlah urusan pemerintahan kabupaten ke
desa) maka kabupaten hanya akan kehilang
an kewenangan dan pendapatan. Resolusi
untuk permasalahan ini, pemerintah melun-
curkan program untuk menjembatani masa-
lah perimbangan keuangan daerah-desa atau
Alokasi Dana Desa (ADD).

ADD merupakan embrio implementasi
program bantuan keuangan daerah-desa yang
lahir dari produk Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Pada UU tersebut disebutkan daerah me-
miliki kewenangan membuat Kebijakan ten-
tang Desa dalam memberi pelayanan, pening-
katan peran serta dan Pemberdayaan Masya-
rakat Desa yang ditujukan bagi kesejahteraan
masyarakat.

Kabupaten Jombang adalah salah satu
dari beberapa kabupaten di Indonesia yang
responsif terhadap tuntutan publik. Seperti
yang tertuang dalam keputusan Menteri
Dalam Negeri RI Nomor 100-279 tahun 2012
tentang Penetapan Peringkat Dan Status
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
Kabupaten Jombang meraih poin 3,0872 dan
berada di peringkat ke-5 nasional. Penilaian
tersebut didasarkan pada pelayanan public,
infrastruktur serta kinerja lain pemerintahan
daerah. Termasuk yang menjadi bobot
penilaian adalah keberpihakan penyelengga
raan pemerintahan daerah dengan rakyat,
dan hal ini terimplementasikan dalam siner
gitas antara Pemerintah Kabupaten dengan
Desa melalui program ADD. Sesuai dengan
Renstra ADD, sejak tahun 2009 Kabupaten
Jombang telah mengalokasikan dana untuk
desa yang disebut dengan Alokasi Dana Desa
(ADD), sebagai analogi dari DAU dari
pemerintah pusat kepada daerah yang diprak
tikkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang
kepada desa, dengan harapan pembangunan
semakin merata sampai ke tingkat desa.

Permasalahan dalam pelaksanaan alo
kasi dana desa dijumpai juga pada Kemam
puan pengelola alokasi dana desa baik dari
unsur pemerintah desa maupun lembaga
kemasyarakat di desa dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang
belum baik. Diantaranya adalah tidak dilak
sanakannya atau tidak diikutsertakannya
komponen masyarakat dalam musyawarah
penggunaan alokasi dana desa. Dalam Per-
aturan Bupati Jombang Nomor 1A Tahun
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2010 dijelaskan bahwa rencana penggunaan
bantuan alokasi dana desa dimusyawarahkan
dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
Perangkat Desa, pengurus LPMD, pengurus
TP. PKK Desa, Ketua RW, dan ketua RT.
Namun dalam kenyataannya Daftar Usulan
Rencana Kegiatan (DURK) lebih banyak di-
susun oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa
tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat.

Rumusan Masalah

Selanjutnya berdasar identifikasi masa-
lah dalam efektivitas Alokasi Dana Desa
dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimana implementasi Alokasi Da
na Desa di Kecamatan Jombang Ka
bupaten Jombang?

2. Faktor-faktor apakah yang menyebab
kan tidak berfungsinya lembaga ke-
masyarakatan desa dan partisipasi
masyarakat dilithat dari variabel ko-
munikasi, kemampuan sumber daya,
sikap pelaksana, struktur birokrasi
serta tujuan kebijakan

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Memberikan gambaran implementasi
pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Ke
camatan dJombang Kabupaten Jom
bang.

2. Mengidentifikasikan faktor-faktor
apakah yang menyebabkan tidak ber
fungsinya lembaga kemasyarakatan
Desa dan partisipasi masyarakat di
lihat dari variabel komunikasi, ke
mampuan sumber daya, sikap pelak
sana, struktur birokrasi serta tujuan
kebijakan.

Tinjauan Pustaka
Kebijakan Publik

Istilah kebijakan lebih sering dan seca-
ra luas dipergunakan dalam kaitannya de-
ngan tindakan-tindakan atau kegiatan-
kegiatan pemerintah serta perilaku negara
pada umumnya, atau seringkali diberikan
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makna sebagai tindakan politik. Hal ini
semakin jelas dengan adanya konsep
kebijakan dari Carl Freidrich (Irfan Islami,
2001) yang mendefinisikan kebijakan sebagai
berikut : ... a proposed course of action of a
person, group, or government within a given
environment  providing  abstacles  and
opportunities which the policy was proposed to
utilize and overcome in and effort to reach a
goal or realize an objective or a purpose.”
(...serangkaian tindakan yang diusulkan oleh
seseorang, kelompok atau pemerintah dalam
lingkungan tertentu dengan menunjukkan
hambatan-hambatan dan kesempatan-kesem
patan terhadap pelaksanaan usulan kebijak
an untuk mencapai tujuan).

James E. Anderson (Sapru, 2010) men
definisikan kebijakan itu adalah "a purposive
course of action followed by an actor or set
actors in dealing with a problem or metter of
concern”  (serangkaian  tindakan  yang
mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan
dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau
sekelompok pelaku guna memecahkan suatu
masalah tertentu). Easton (1957) mendefinisi
kan kebijakan sebagai output dari politik.
Yehezkel Dror (1968), salah satu tokoh awal
yang mempelajari ilmu politik mengatakan
kebijakan adalah suatu petunjuk umum dari
suatu tindakan yang harus diikuti.

Sedangkan pemahaman mengenai kebi
jakan publik sendiri masih terjadi adanya
silang pendapat dari para ahli. Namun dari
beberapa pendapat mengenai kebijakan
publik terdapat beberapa persamaan, dian
taranya yang disampaikan oleh Thomas R.
Dye (2004) yang mendifinisikan kebijakan
publik sebagai “is what ever government chose
to do or not to do” (apapun yang dipilih oleh
pemerintah untuk dilakukan atau tidak
dilakukan). Apabila pemerintah memilih
untuk melakukan sesuatu, maka harus ada
tuyjuannnya (obyektifnya) dan kebijakan
negara itu harus meliputi semua “tindakan”
pemerintah, jadi bukan semata-mata merupa
kan pernyataan keinginan pemerintah atau
pejabat pemerintah saja. Disamping itu,
“sesuatu  yang tidak dilaksanakan” oleh
pemerintah pun termasuk kebijakan negara.
Hal ini disebabkan karena “sesuatu yang
tidak dilakukan” oleh pemerintah akan
mempunyai pengaruh (dampak) yang sama
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besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh
pemerintah.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan, sesungguh nya
bukanlah sekedar bersangkut paut dengan
mekanisme penjabaran keputusan-keputusan
politik ke dalam prosedur-prosedur rutin
lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan
lebih dari pada itu, ia menyangkut masalah
konflik, keputusan dan siapa yang memper
oleh apa dari suatu kebijakan (Grindle, 1980)

Menurut Michael Howlett dan Ramesh
(1995) mengenai implementasi kebijakan,
menerangkan bahwa :

“after a publik problem has made its
way to the policy agenda, various
options have been proposed to resolved
it, and goverment has made some
choice among those options, what
remains is putting the decision into
practice”...the policy implementation is
defined as the process whereby
programs or policies are carried out;
its denotes the translation of plans into
practice”

(setelah masalah publik ditentukan,
maka itu merupakan jalan menuju
agenda kebijakan, bermacam pilihan
telah ditentukan untuk memecah
kannya, dan pemerintah telah mem
buat beberapa pilihan dari alternatif
tersebut, yang menempatkan keputus
an menjadi pelaksanaan, implemen
tasi kebijakan merupakan proses dari
sebuah program atau kebijakan di
laksanakan; yang ditandai dengan
terjemahan dari rencana menuju
pelaksanaan”.

Faktor Yang Mempengaruhi Implemen-
tasi Kebijakan

Menurut Grindle (Wibawa, dkk., 1994)
implementasi kebijakan ditentukan oleh isi
kebijakan dan konteks implementasinya. Isi
kebijakan berkaian dengan kepentingan yang
dipengaruhui oleh kebijakan, jenis manfaat
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yang akan dihasilkan, derajat perubahan
yang diinginkan, kedudukan pembuat kebi-
jakan, siapa pelaksana program, dan sum ber
daya yang dikerahkan. Sementara kon-teks
implementasi berkaitan dengan kekuasa an,
kepentingan dan strategi aktor yang terlibat,
karakteristik lembaga dan penguas an dan
kepatuhan serta daya tanggap pelak sana.

Adapun Van Metter dan Van Horn (AG.
Subarsono, 2005) menyebutkan ada lima
varia bel yang mempengaruhi kinerja imple-
mentasi, yaitu :

a. Standar dan sasaran kebijakan;
Sumberdaya;

c. Komunikasi antar organisasi dan
penguatan aktivitas;

d. Karakteristik agen pelaksana;

e. Kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan
politik

Sedangkan G. Shabir Cheema dan Den-
nis A. Rondinelli (AG. Subarsono, 2005) me-
nyatakan bahwa ada empat variabel yang
dapat mempengaruhi kinerja dampak suatu
program, yaitu :

a. Kondisi lingkungan;

b. Hubungan antar organisasi;

¢. Sumberdaya organisasi untuk
implementasi program;

d. Karakteristik dan kemampuan agen
pelaksana

Komunikasi

Selanjutnya Kenneth dan Gary (dalam
Umar, 2001), mengemukakan bahwa komuni-
kasi dapat didefinisikan sebagai penyampaian
informasi antara dua orang atau lebih yang
juga meliputi pertukaran informasi antara
manusia dan mesin. Komunikasi dalam
organisasi dapat dilihat dari sisi komunikasi
antarpribadi dan komunikasi organisasi.
Sedangkan Cangara (2006) menyatakan bah-
wa komunikasi adalah “suatu transaksi, pro-
ses simbolik yang menghendaki orang-orang
mengatur lingkungannya dengan (1) mem-
bangun hubungan antar sesama manusia (2)
melalui  pertukaran informasi (3) untuk
menguatkan sikap dan tingkah laku orang
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lain (4) serta berusaha mengubah sikap dan
tingkah laku itu ”.

Menurut Widjaja (2000) mengatakan
bahwa komunikasi adalah:

“Proses penyampaian gagasan, hara
pan dan pesan yang disampaikan me
lalui lambang tertentu yang mengan
dung arti dilakukan oleh penyampai
pesan ditujukan kepada penerima
pesan. Dalam proses komunikasi keber
samaan tersebut diusahakan melalui
tukar menukar pendapat, penyam
paian informasi, serta perubahan si
kap dan perilaku”.

Tujuan komunikasi keorganisasian an-
tara lain untuk memberikan informasi baik
kepada pihak luar maupun pihak dalam,
memanfaatkan umpan balik dalam rangka
proses pengendalian manajemen, mendapat
kan pengaruh, alat untuk memecahkan per
soalan untuk pengambilan keputusan, mem
permudah perubahan-perubahan yang akan
dilakukan, mempermudah pembentukan ke-
lompok-kelompok kerja serta dapat dijadi kan
untuk menjaga pintu keluar-masuk dengan
pihak-pihak luar organisasi (Umar, 2001). Hal
ini juga sejalan dengan pendapat Robbins and
Judges (2008) yang menyatakan bahwa
komunikasi menjalankan empat fungsi utama
didalam kelompok atau organisasi : pengen-
dalian, motivasi, pengungkapan emosi, dan
informasi.

Sumberdaya

Perintah implementasi mungkin dite
ruskan secara cermat, jelas dan konsisten,
tetapi jika para pelaksana kekurangan sum
bersumber yang diperlukan untuk melaksana
kan kebijakan-kebijakan, maka implementasi
ini pun cenderung tidak efektif. Dengan
demikian sumber-sumber dapat merupakan
faktor yang penting dalam melaksanakan
kebijakan publik ( Winarno, 1989 ).

Sikap

Thurstone dalam Bimo Walgito (2003)
mendefinisikan sikap sebagai “an attitude as
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the degree of positive or negative affect
associated with some psychological object. By
psychological object Thurstone means any
symbol, phrase, slogan, person, institution,
ideal, or idea, toward which people can differ
with respect to positive or negative affect”.
Thurstone memandang sikap sebagai suatu
tingkatan afeksi baik positif maupun negatif
dalam hubungannya dengan objek-objek
psikologis. Afeksi positif adalah afeksi senang
sedangkan afeksi negatif adalah afeksi yang
tidak menyenangkan. Sedangkan menurut
Robbins (2006) sikap adalah pernyataan evalu
atif terhadap objek, orang atau peristiwa. Hal
ini mencerminkan perasaan seseorang terha
dap sesuatu. Gibson (1989) mendefinisikan
sikap sebagai berikut :

”Sikap ( attitude ) adalah kesiap siaga
an mental, yang dipelajari dan dior
ganisasi melalui pengalaman dan
mempunyal pengaruh tertentu atas
cara tanggap seseorang terhadap
orang lain, obyek dan situasi yang
berhubungan dengannya”.

Dari pendapat — pendapat di atas dapat
disimpulkan bahwa sikap adalah reaksi atas
rangsangan suatu obyek tertentu yang diikuti
dengan kecenderungan untuk bertindak atau
bertingkah laku, baik berupa sikap mendu
kung atau menolak.

Ada tiga komponen dalam sikap seseo
rang, yaitu (Mar’at, 1982): Komponen kognitif
yang hubungannya dengan kepercayaan, ide
dan konsep: Komponen afektif yang menyang
kut kehidupan emosional seseorang; Kompo
nen konasi yang merupakan kecenderungan
bertingkah laku.

Struktur Birokrasi

Pengertian birokrasi menunjuk pada
suatu organisasi yang dimaksudkan untuk
mengerahkan tenaga dengan teratur dan
terus menerus, untuk mencapai suatu tujuan
tertentu. Dengan lain perkataan, birokrasi
adalah organisasi yang bersifat hierarkhis,
yang ditetapkan secara rasional untuk
mengkoordinir pekerjaan orang-orang untuk
kepentingan pelaksanaan tugas-tugas
administratif (Lewis A. Coser dan Bernard
Rosenberg, dalam Soekanto, 1982).

Jejaring Administrasi Publik. Th IV. Nomor 2, Juli-Desember 2012

Menurut Max Weber (dalam Soekan to)
ciri-ciri  birokrasi dan cara terlaksananya
adalah sebagai berikut:

a. Adanya ketentuan-ketentuan yang tegas
dan resmi mengenai kewenangan yang di-
dasarkan pada peraturan-peraturan umum,
yaitu ketentuan-ketentuan hukum dan ad
ministrasi:

1) Kegiatan-kegiatan organisasi sehari-
hari untuk kepentingan birokrasi di
bagi-bagi secara tegas sebagai tugas-
tugas yang resmi.

2) Wewenang untuk memberi perintah
atas dasar tugas resmi diberikan
secara langsung dan terdapat pemba-
tasan-pembatasan oleh peraturan-per
aturan mengenai cara-cara yang ber-
sifat paksaan, fisik, keagamaan dan
sebaliknya, yang boleh dipergunakan
oleh pada petugas.

3) Peraturan-peraturan yang sistematis
disusun untuk kelangsungan peme-
nuhan tugas-tugas tersebut dan pelak-
sanaan hak-hak. Hanya orang-orang
yang memenuhi persyaratan umum
yang dapat dipekerjakan.

b. Prinsip pertingkatan dan derajat wewe-
nang merupakan sistem yang tegas perihal
hubungan atasan dengan bawahan di mana
terdapat pengawasan terhadap bawahan oleh
atasannya. Hal ini memungkinkan pula
adanya suatu jalan bagi warga masyaraka
untuk meminta agar supaya keputusan-
keputusan lembaga-lembaga rendahan ditin-
jau kembali oleh lembaga- lembaga yang lebih
tinggi.

c. Ketatalaksanaan suatu birokrasi di dasar
kan pada dokumen-dokumen tertulis yang di-
susun dan dipelihara aslinya atau salinannya.
Untuk keperluan ini harus ada tata usaha
yang menyelenggarakan secara khusus.

d. Pelaksanaan birokrasi dalam bidang-
bidang tertentu memerlukan latihan dan ke-
ahlian yang khusus dari para petugas.

e. Bila birokrasi telah berkembang dengan
penuh, maka kegiatan-kegiatan meminta
kemampuan bekerja yang masimal dari pe-
laksana-pelaksananya, terlepas dari kenyata-
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an bahwa waktu bekerja pada organisasi se-
cara tegas dibatasi.

f. Pelaksanaan birokrasi didasarkan pada
ketentuan-ketentuan umum yang bersifat
langgeng atau kurang langgeng, sempurna
atau kurang sempurna, yang kesemuanya
dapat dipelajari. Pengetahuan akan peratur
an-peraturan memerlukan cara yang khusus
yang meliputi hukum, ketatalaksanaan admi
nistrasi dan perusahaan.

Dengan memperhatikan ciri-ciri yang
telah diuraikan oleh Max Weber, maka dapat
dikatakan bahwa birokrasi paling sedikit
mencakup 5 (lima) unsur, yaitu (Soekanto,
1982):

a. organisasi

b. pengerahan tenaga

c. sifatnya yang teratur

d. bersifat terus menerus

e. mempunyai tujuan

Tipe dan Pendekatan Penelitian

Dalam studi penelitian, penggunaan
metodologi merupakan suatu langkah yang
harus ditempuh, agar hasil-hasil yang sudah
terseleksi dapat terjawab secara valid, reli-
abel dan obyektif, dengan tujuan dapat di-
temukan, dibuktikan dan dikembangkan sua-
tu pengetahuan, sehingga dapat digunakan
untuk mamahami, memecahkan, dan meng-
antisipasi masalah dalam bidang administrasi
publik.

Metode merupakan prosedur atau cara
dalam mengetahui sesuatu, yang mempunyai
langkah-langkah yang sistematis. Penelitian
ini menggunakan metode tipe deskriptif.
Menurut Usman dan Akbar (2004) penelitian
deskriptif bermaksud membuat penggambar-
an secara sistematis, faktual, dan akurat
mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi
tertentu. Dengan kata lain penelitian ini ber-
tujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu
yang tengah berlangsung pada saat studi.
Metode pendekatan kualitatif ini lebih men-
dasarkan pada filsafat fenomenologis yang
mengutamakan penghayatan (verstehen) de-
ngan berusaha menghayati dan menafsirkan
makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku
manusia dalam situasi tertentu menurut
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perspektif peneliti sendiri (Usman dan Akbar
2004 ).

Dalam penelitian 1ini, penulis juga
menggunakan penelitian survey guna mem-
peroleh data primer mengenai kebijakan
Alokasi dana desa di Kecamatan Jombang
Kabupaten dJombang. Dengan berdasarkan
data yang ada, penulis berupaya mendiskrip-
sikan/menggambarkan secara sistematis, fak-
tual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-
sifat serta hubungan antar fenomena yang
ada.

Adapun jenis data yang penulis peroleh
dalam penelitian lapangan ini adalah data
primer dan data sekunder yang bersifat kuali-
tatif maupun kuantitatif, diantaranya:

1. Data Primer, yakni data yang diperoleh
langsung dari para informan berupa informasi
di lapangan, yang meliputi implementasi ke-
bijakan Alokasi Dana Desa dengan faktor-fak-
tor yang mempengaruhi.

2. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh
melalui laporan/buku /catatan-catatan yang
berkaitan erat dengan permasalahan yang
diteliti.

Dalam penelitian pengumpulan data memiliki
perbedaan yang signifikan. Mengingat pene-
litian ini dilakukan secara kualitatif, maka
pembahasan akan lebih menitikberatkan pa-
da metode kualitatif. Metode kualitatif pada
umumnya terdiri dari 3 jenis pengumpulan
data, yaitu wawancara, dokumentasi dan ob-
servasi.

Penyajian dan Analisis Data

Implementasi Pelaksanaan Alokasi Dana
Desa (ADD)

Berdasarkan hasil wawancara dengan
para informan, maka dapat diketahui bahwa
pelaksanaan ADD ini telah terpenuhi, yaitu
semua desa dapat melaksanakan kebijakan
ADD dengan cukup baik. Namun apabila
dikaitkan dengan pernyataan Van Metter dan
Van Horn (dalam Winarno, 1989) yang
membatasi implementasi publik sebagai
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh
individu-individu (atau kelompok-kelompok)
pemerintah maupun swasta yang diarahkan
untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah
ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebi-
jakan sebelumnya, maka apakah implemen-
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tasi kebijakan ADD telah mencapai tujuan?
Dapat dikatakan bahwa tujuan ADD belum
tercapai sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat
dari pencapaian tujuan ADD. Pertama pe-
ningkatan penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan, penca-
paian tujuan ini telah terlaksana secara
optimal. Pencapaian tujuan ini menjadi
optimal dikarenakan Desa-desa di wilayah
Kecamatan Jombang adalah desa yang dika-
tegorikan miskin sehingga sangat membutuh-
kan bantuan dana guna peningkatan penye-
lenggaraan pemerintahan, pembangun-an dan
kemasyarakatan. Berdasarkan data yang di
temukan di wilayah Kecamatan Jombang,
yaitu Pendapatan asli desa hanya memberi-
kan kontribusi pada pendapatan desa sebesar
Rp. 844.949.920,- atau 21,62 %. Sedangkan
Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan
Jombang Kabupaten Jombang memberikan
kontribusi sebesar Rp. 1.692.956.028,- atau
43,44%, maka ADD sangat menunjang pe-
ningkatan penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan.

Kedua peningkatan kemampuan lem-
baga kemasyarakatan di desa dalam peren
canaan, pelaksanaan dan pengendalian pem-
bangunan. Pencapaian tujuan ini belum ber-
jalan secara optimal, karena lembaga ke-
masyarakatan hanya dilibatkan dalam penyu-
sunan rencana kegiatan sedangkan dalam pe-
laksanaan dan pengendalian tidak dilibatkan.

Ketiga peningkatan partisipasi swadaya
gotong royong masyarakat. Pencapaian tuju-
an ini juga tidak optimal. Berdasarkan data
yang peneliti peroleh dilapangan mengenai
proses kegiatan pembangunan yang dibiayai
dari ADD terlihat bahwa tidak terdapat
bantuan swadaya dari masyarakat. Belum
optimalnya pencapaian tujuan ini dikarena-
kan karena kondisi perekonomian masyara-
kat yang kurang mendukung. Namun demi-
kian masyarakat masih berpartisipasi, swa-
daya dan gotong royong dalam bentuk tenaga
dan material.

Hubungan Komunikasi dengan Imple-
mentasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi sebuah ke-
bijakan salah satu faktor yang menentukan-
nya adalah komunikasi. Menurut George Ed-
ward III dalam faktor komunikasi terdapat 3

Jejaring Administrasi Publik. Th IV. Nomor 2, Juli-Desember 2012

(tiga) hal yang perlu diperhatikan, yaitu
transmisi, clearity, consistency. Dari hasil
penelitian dalam hubungan komunikasi
dengan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa
faktor pendorong dan penghambat. Beberapa
faktor pendorong tersebut adalah :

a. Adanya sosialisasi yang dilakukan
oleh Tim Kabupaten.

b. Pencapaian informasi dari pembuat
kebijakan ke pelaksana kebijakan
berjalan lancar.

c. Terdapat konsistensi dalam penca-
paian pesan/perintah kebijakan arti-
nya tidak terdapat perintah yang
bertentangan.

Sedangkan faktor penghambat dalam
komunikasi ini adalah sosialisasi kepada ma-
syarakat mengenai kebijakan ADD belum
ada, sehingga pemahaman masyarakat me-
ngenai ADD kurang, hal ini akan berakibat
pada sulitnya mengajak partisipasi masya-
rakat dalam pelaksanaan ADD maupun da-
lam pengawasan kegiatan.

Hubungan sumber daya dengan Imple-
mentasi Kebijakan

Peran penting sumber daya dalam
implementasi suatu kebijakan disampaikan
oleh Hessel (2003) sebagai berikut :

"Komando implementasi mungkin
ditransmisikan secara akurat, jelas,
dan konsisten, namun jika para imple-
mentor kekurangan sumber daya yang
perlu untuk menjalankan kebijakan,
implementasi adalah mungkin men-
jadi tidak efektif”

Sesuai dengan pernyataan di atas
Islamy (1998) juga mengatakan bahwa pen-
tingnya kesiapan agen pelaksana atau sum-
ber daya dalam melaksanakan suatu kebi-
jakan tidak bisa terlepas dari sumberdaya
yang memadai bahwa para pelaksana harus
disuplai dengan resources yang cukup, seperti
human resources (staf dalam jumlah dan
kualifikasi yang memadai dengan hak dan
kewajibannya sesuai dengan kewenangan dan
tanggung jawabnya), financial resources,
technological resources, maupun psychologi
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cal resources. Dari hasil penelitian dalam
hubungan sumber daya dengan pelaksanaan
ADD, terdapat beberapa faktor pendorong dan
penghambat. Beberapa faktor pendorong
tersebut adalah :

a. Adanya kemampuan para pelaksana
untuk memberi dorongan kepada
masyarakat agar berpartisipasi dalam
kegiatan ADD, meskipun hanya
berupa tenaga dan material.

b. Adanya kemampuan pelaksana kebi-
jakan ADD dalam melakukan identi-
fikasi dan menyelesaikan masalah
dalam pelaksanaan ADD.

c. Kelengkapan sarana/prasarana desa
dalam mendukung kebijakan ADD.

d. Terdapat dukungan masyarakat ter-
hadap kebijakan ADD berupa tenaga
dan material.

Sedangkan faktor penghambat dalam
sumber daya ini adalah rendahnya pendidik-
an para pelaksana ADD, sehingga pemaha-
man pelaksana mengenai ADD kurang, serta
tidak adanya dukungan pendapatan desa
yang memadai, sehingga menimbulkan ku-
rangnya dukungan finansial dalam pelaksa-
naan kebijakan.

Hubungan sikap pelaksana dengan
Implementasi Kebijakan

Peran penting sikap pelaksana dalam
implementasi suatu kebijakan disampaikan
juga oleh Hessel (2003) sebagai berikut :

” Jika para implementor memperhat
tkan terhadap suatu kebijakan khu
sus, maka dimungkinkan bagi impl
ementor untuk melakukan sebagai
mana yang dimaksudkan para pem-
buat keputusan. Namun ketika sikap
atau perspektif implementor ini ber-
beda dari para pembuat keputusan,
proses mengimplementasikan sebuah
kebijakan menjadi secara pasti lebih
sulit ”

Pendapat Hessel di atas menunjukkan
bahwa meskipun para pelaksana kebijakan
memiliki kemampuan untuk melaksanakan
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sebuah kebijakan, namun ketika para imple
mentor tidak setuju terhadap kebijakan ter
sebut, akan mengarah untuk tidak melaku
kan.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan
kebijakan ADD, hasil penelitian terhadap
sikap pelaksana terdapat beberapa faktor
pendorong dan penghambat. Beberapa faktor
pendorong tersebut adalah :

a. Adanya persepsi pelaksana yang
mendukung kebijakan ADD.

b. Adanya tindakan dan langkah-lang
kah dari nyata dari pelaksana ADD,
berupa penyusunan DURK dan pelak
sanaan kegiatan operasional Pemerin
tahan Desa dan pemberdayaan ma-
syarakat.

Sedangkan faktor penghambat dalam
sikap pelaksanan adalah kurang responnya
para pelaksana ADD yang menggangap ke-
bijakan ADD adalah sebuah kebijakan rutin
belaka.

Hubungan struktur birokrasi dengan
Implementasi Kebijakan

Pengertian birokrasi menunjuk pada
suatu organisasi yang dimaksudkan untuk
mengerahkan tenaga dengan teratur dan
terus menerus, untuk mencapai suatu tujuan
tertentu. Dengan lain perkataan, birokrasi
adalah organisasi yang bersifat hierarkhis,
yang ditetapkan secara rasional untuk
mengkoordinir pekerjaan orang- orang untuk
kepentingan pelaksanaan tugas-tugas admi-
nistratif (Lewis A. Coser dan Bernard Rosen-
berg, dalam Soekanto, 1982).

Dalam mengimplementasikan sebuah
kebijakan seharusnya struktur birokrasi
yang ada turut mendukung dan berusaha
semaksimal mungkin dalam rangka mencapai
tuyjuan yang telah ditetapkan di dalam
kebijakan yang ada, karena kebijakan yang
baik dan bagus dalam tataran konsep belum
tentu berhasil dan bermanfaat sesuai tujuan
apabila diimplementasikan tanpa dukungan
semua aktor dan dapat mengakibatkan
kegagalan bila tidak memeperhatikan semua
faktor yang berpengaruh terhadap implemen-
tasi sebuah kebijakan.
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Dari hasil penelitian dalam hubungan
struktur organisasi dengan pelaksanaan
ADD, terdapat beberapa faktor pendorong dan
penghambat. Faktor pendorong tersebut ada-
lah sudah terbentuknya struktur organisasi
berupa Tim Pelaksana ADD disemua desa,
yaitu Kepala Desa selaku Penanggung ja-
wab Operasional Kegiatan (PJOK), sekre-
taris Desa selaku Penanggung jawab Admi-
nistrasi Kegiatan (PJAK), Kepala Urusan
Keuangan selaku Bendahara Desa dan di-
bantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di De-
sa.

Sedangkan faktor penghambat dalam
sumber daya ini adalah belum adanya pemba-
gian tugas diantara Tim pelaksana ADD dan
kurangnya koordinasi Tim pelaksana ADD.

Kesimpulan

Proses tahapan implementasi kebijakan
ADD di Kecamatan Jombang telah berjalan
dengan baik, namun masih terdapat kendala
yaitu pada proses pertanggungjawaban kegi-
atan ADD. Hal ini dapat dilihat dengan telah
disusunnya rencana kegiatan ADD, adanya
penyelesaian kegiatan ADD serta masih
terlambatnya pertanggungjawaban kegiatan
ADD. Namun demikian pencapalan tujuan
Alokasi Dana Desa belum optimal. Hal ini
dapat terlihat dari: (1) adanya peningkatan
penyelenggaraan pemerintahan, pembangu-
nan dan kemasyarakatan, (2) Lembaga-
Lembaga Desa tidak mengalami peningkatan
kemampuan secara optimal dalam perenca-
naan, pelaksanaan dan pengendalian pemba-
ngunan serta (3) partisipasi swadaya gotong
royong masyarakat dalam pelaksanaan ADD
menurun, maka dapat disimpulkan bahwa
pencapaian tujuan kebijakan ADD belum
berjalan secara optimal.

Pertama peningkatan penyelenggara-
an pemerintahan, pembangunan dan kema-
syarakatan, pencapaian tujuan ini telah
terlaksana secara optimal. Pencapaian tujuan
ini menjadi optimal dikarenakan Desa-desa di
wilayah Kecamatan Jombang adalah desa
yang dikategorikan miskin sehingga sangat
membutuhkan bantuan dana guna pening-
katan penyelenggaraan pemerintahan, pem-
bangunan dan kemasyarakatan. Berdasarkan
data yang di temukan di wilayah Kecamatan
Jombang, yaitu Pendapatan asli desa hanya
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memberikan kontribusi pada pendapatan
desa sebesar Rp. 844.949.920,- atau 21,62 %.
Sedangkan Alokasi Dana Desa di wilayah
Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang
memberikan kontribusi sebesar Rp.
1.692.956.028,- atau 43,44%, maka ADD
sangat menunjang peningkatan penyeleng
garaan pemerintahan, pembangunan dan ke
masyarakatan.

Kedua peningkatan kemampuan lem
baga kemasyarakatan di desa dalam peren
canaan, pelaksanaan dan pengendalian pem-
bangunan. Pencapaian tujuan ini belum ber
jalan secara optimal, karena lembaga kema-
syarakatan hanya dilibatkan dalam penyu
sunan rencana kegiatan sedangkan dalam pe-
laksanaan dan pengendalian tidak dilibatkan.

Ketiga peningkatan partisipasi swadaya
gotong royong masyarakat. Pencapaian tu-
juan ini juga tidak optimal. Berdasarkan data
yang peneliti peroleh dilapangan mengenai
proses kegiatan pembangunan yang dibiayai
dari ADD terlihat bahwa tidak terdapat
bantuan swadaya dari masyarakat. Belum
optimalnya pencapaian tujuan ini dikare-
nakan karena kondisi perekonomian masya-
rakat yang kurang mendukung. Namun
demikian masyarakat masih berpartisipasi,
swadaya dan gotong royong dalam bentuk
tenaga dan material.

Faktor-faktor yang menyebabkan kurang
berfungsinya lembaga

a. Faktor Komunikasi

Faktor komunikasi yang menyebabkan tidak
berfungsinya lembaga dalam pelaksanaan
Alokasi Dana Desa di Kecamatan Jombang
Kabupaten Jombang adalah sosialisasi yang
dilakukan oleh Tim Kabupaten mengenai
kebijakan ADD tidak berlanjut kepada
masyarakat, hanya berhenti pada perangkat
desa. Pencapaian informasi dari pembuat
kebijakan ke pelaksana kebijakan belum
berjalan lancar. Sehingga dalam prakteknya,
tidak semua Lembaga Kemasyarakatan Desa
mampu membangun komunikasi intensif
dengan lembaga lain dalam mendukung
kebijakan ADD. Akibat yang muncul dari
permasalahan ini adalah pelaksanaan ADD
yang kurang optimal, bahkan menyebabkan
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beberapa tanggung-jawab yang diampu oleh
suatu lembaga menjadi terbengkalai.

b. Faktor Sumber Daya

Faktor sumber daya yang menyebabkan tidak
berfungsinya lembaga penghambat dalam
pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecama-
tan Jombang Kabupaten Jombang, adalah
minimnya kemampuan para pelaksana untuk
memberi dorongan kepada masyarakat agar
berpartisipasi dalam kegiatan ADD, juga
kemampuan pelaksana kebijakan ADD dalam
melakukan identifikasi dan menyelesaikan
masalah dalam pelaksanaan ADD. Kemudian
juga juga minimnya pendapatan desa yang
menimbulkan kurangnya dukungan finansial
dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga
kelengkapan sarana/prasarana yang mampu
disediakan oleh desa dalam mendukung
kebijakan ADD juga minim. Selain itu, faktor
yang lebih utama adalah rendahnya
pendidikan para pelaksana ADD, yang secara
langsung berimbas pada kurangnya pema
haman pelaksana mengenai ADD.

c. Faktor Sikap Pelaksana

Faktor sikap pelaksana yang menyebabkan
tidak berfungsinya lembaga dalam pelaksa
naan Alokasi Dana Desa di Kecamatan
Jombang Kabupaten Jombang, adalah kurang
nya respon para pelaksana ADD. Meskipun
sudah ada bukti nyata dari pelaksana ADD,
berupa penyusunan DURK.

d. Faktor Struktur Organisasi

Faktor struktur organisasi yang menjadi
penyebab atas tidak berfungsinya lembaga
dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di
Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang,
adalah belum adanya pembagian tugas
diantara Tim pelaksana ADD dan kurangnya
koordinasi Tim pelaksana ADD; antara Ke-
pala Desa selaku Penanggung jawab Opera-
sional Kegiatan (PJOK), sekretaris Desa se-
laku Penanggung jawab Administrasi Kegiat-
an (PJAK), Kepala Urusan Keuangan selaku
Bendahara Desa dan dibantu oleh Lembaga
Kemasyarakatan di Desa.
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Faktor-faktor yang menyebabkan ren-
dahnya partisipasi masyarakat

Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya
partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Jom-
bang Kabupaten Jombang adalah komuni-
kasi, kemampuan sumber daya, sikap pelak-
sana, struktur birokrasi serta ukuran dan
tujuan kebijakan.

a. Faktor Komunikasi

Faktor komunikasi yang menyebabkan ren-
dahnya partisipasi masyarakat dalam pelak-
sanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan
Jombang Kabupaten Jombang adalah sosia-
lisasi yang dilakukan oleh Tim Kabupaten
mengenai kebijakan ADD tidak berlanjut
kepada masyarakat, hanya berhenti pada
perangkat desa. Hal ini akan berakibat pada
kurangnya pemahaman masyarakat menge-
nai ADD, sehingga masyarakat sulit untuk
diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan ADD
maupun dalam pengawasan kegiatan.

b. Faktor Sumber Daya

Faktor sumber daya yang menjadi peng-
hambat dalam pelaksanaan Alokasi Dana
Desa di Kecamatan Jombang Kabupaten
Jombang, adalah rendahnya pendidikan para
pelaksana ADD, sehingga pemahaman
pelaksana mengenai ADD kurang, serta tidak
adanya dukungan pendapatan desa yang
sesuai dengan aturan, sehingga menimbulkan
kurangnya  dukungan finansial dalam
pelaksanaan implementasi kebijakan.

c. Faktor Sikap Pelaksana

Faktor sikap pelaksana yang menyebabkan
rendahnya partisipasi masyarakat dalam pe-
laksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan
Jombang Kabupaten Jombang, adalah
kurangnya respon para pelaksana ADD yang
menggangap kebijakan ADD adalah sebuah
kebijakan rutin belaka.

d. Faktor Struktur Organisasi
Faktor struktur organisasi yang menjadi

penghambat dalam pelaksanaan Alokasi Da
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na Desa di Kecamatan Jombang Kabupaten
Jombang, adalah belum maksimalnya pem
bagian tugas diantara Tim pelaksana ADD
dan kurangnya koordinasi Tim pelaksana
ADD.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian
yang telah dikemukakan di atas, maka dapat
diberikan saran-saran yang nantinya diharap-
kan dapat memperbaiki ataupun menyempur-
nakan pelaksanaan ADD di Kecamatan
Jombang Kabupaten Jombang masa datang.
Saran-saran dimaksud adalah :

a. Sosialisasi terhadap kebijakan ADD
diberikan kepada masyarakat luas
sehingga setelah memahami ke-
bijakan ADD, masyarakat juga akan
lebih mudah untuk diajak Dber-
partisipasi dalam pelaksanaan ADD,
ikut melestarikan hasil pelaksa-
naan ADD serta ikut mengawasi ja-
lannya ADD sesuai dengan keten-
tuan yang ada.

b. Para pelaksana ADD diberikan pe-
ningkatan pengetahuan melalui
pendidikan dan latihan, khususnya
yang menyangkut pengelolaan ke-
uangan desa. Sedangkan untuk
mempercepat pembuatan SPJ dan
laporan pelaksanaan ADD serta
mengurangi kesalahan dalam
pembuatan dokumen, perlu diba-
ngunnya sistem aplikasi komputer
yang memungkinkan akurasi dan
kecepatan data.

c.Kegiatan ADD yang berbentuk pem-
berdayaan masyarakat dilaksanakan
oleh kelompok-kelompok masyarakat
(Pokmas). Hal ini diharapkan akan
memberikan kesadaran pada masya-
rakat bahwa ADD bukanlah untuk
kepentingan Pemerintah Desa na-
mun untuk kepentingan masyara-
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”second line” yaitu jika dibutuhkan
akan dipakai, namun jika tidak
dibutuhkan hanya akan dipakai
sebagai ” lembaga konspirasi ” untuk
menjaga kepentingan politik Kepala
Desa dan perangkatnya, khususnya
dalam menyusun rencana pemanfa
atan ADD.

. Dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan desa disusun peren
canaan pembangunan desa sebagai
satu kesatuan dalam sistem peren
canaan pembangunan daerah kabu
paten. Dengan adanya perencanaan
pembangunan desa yang terpadu
dengan sistem perencanaan Kabupa
ten diharapkan semua program yang
disusun dan dilaksanakan dapat te
pat sasaran.

f.Dengan adanya saran yang telah

dikemukakan, peneliti berharap
kebijakan ADD tidak menjadi kebi
jakan yang politis untuk mendong
krak popularitas Pemerintah, na
mun diharapkan merupakan kebijak
an yang berhasil guna bagi penye
lenggaraan pemerintahan, pembang
unan dan kemasyarakatan serta
lebih mengedepankan kepentingan
umum diatas kepentingan pribadi
maupun golongan tertentu saja.

. Harapan peneliti dan semua pihak ,

kebijakan ADD akan berdampak dan
menjadikan desa sebagai garda
depan dari sistem Pemerintahan
Republik Indonesia serta menjadi
cermin atas sejauh mana penyeleng
garaan pemerintahan kita. Majunya
dan kuatnya desa akan berdampak
pada majunya dan kuatnya negara.
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kat.

. Perlu adanya pengaturan yang jelas
mengenai kedudukan, tugas dan
fungsi dari Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Desa (LPMD) khusus
nya dalam pelaksanaan ADD, sehing
ga LPMD tidak diartikan sebagai
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